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Dilansir dari laman resmi Dewan Pers Indonesia, kode etik jurnalistik adalah seperangkat norma dan pedoman perilaku profesional yang memandu jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini tidak hanya mencakup aspek moralitas, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan publikasi yang diemban oleh profesi jurnalis.
11 Pasal Kode Etik Jurnalistik
Jurnalis menggunakan kode etiknya setiap saat, dalam setiap tahap pekerjaan. Kode etik jurnalistik tidak hanya berlaku ketika seorang jurnalis sedang menulis atau menyusun berita, tetapi juga dalam proses pengumpulan informasi, interaksi dengan sumber, dan dalam setiap keputusan yang dibuat terkait pekerjaan.
Isi kode etik jurnalistik
Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. 
Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 
Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 
Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 
Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalagunakan profesi dan tidak menerima suap.
Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. 
Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 
Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 
Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
2. Dewan Pers
Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. 
Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. 
Fungsi Dewan Pers
Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:[4][5] 
· Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
· Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
· Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
· Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
· Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
· Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
· Mendata perusahaan pers.
Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka. 
3. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)
Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak mengalami perubahan fundamental di tahun 2025, namun Dewan Pers baru mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Karya Jurnalistik. Peraturan baru ini mengatur agar penggunaan AI dalam pembuatan berita tetap terkontrol manusia, diverifikasi akurasinya, tidak melanggar hak cipta, dan bebas dari konten beritikad buruk seperti kebohongan, fitnah, atau diskriminasi. 
Poin Penting Kode Etik Jurnalistik yang Tetap Berlaku: 
Akurat dan Berimbang: Berita harus diuji informasinya secara cermat, diverifikasi, dan disajikan secara berimbang. 
Independen dan Profesional: Jurnalis harus bekerja secara independen dan profesional, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
 
Tidak Menghakimi dan Beritikad Baik: Tidak boleh mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menyiarkan informasi yang tidak akurat atau beritikad buruk. 

Melindungi Korban dan Narasumber: Identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak boleh disiarkan, dan jurnalis harus menghormati kesepakatan dengan narasumber. 

Menerima Hak Jawab dan Koreksi: Media wajib memberikan hak jawab dan hak koreksi secara proporsional untuk menjaga kepercayaan publik. 


Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) 2025: 
Kontrol Manusia: Karya jurnalistik berbasis AI harus tetap melibatkan kontrol manusia dari awal hingga akhir proses. 
Verifikasi Konten: Data, informasi, gambar, suara, atau video yang dihasilkan AI harus diverifikasi keakuratannya.
 
Penghormatan Hak Cipta: Penggunaan AI harus menghormati hak cipta dan peraturan terkait lainnya. 

Menghindari Konten Beritikad Buruk: Karya AI tidak boleh mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, atau diskriminasi.
 
Transparansi Perubahan: Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka jika melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik hasil AI. 

Secara umum, Dewan Pers terus mendorong media untuk meningkatkan kualitas jurnalistik dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika profesi di tengah kompleksitas lanskap media digital. 

